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PEMBERIAN IZIN MEYELENGGARAKAN KURSUS

Sural Permohonan izin menyelenggarakan kursus lembaga pendidikan
kursus LKP “ BANGKIT BASTARI “ dari Tn/Ny. CUCU NURJANAH,
S.Pd selaku pemilik penyelenggara kursus LKP “ BANGKIT BASTARI “

Tanggal 01 Desember 2018 serta lampiran-lampiranya,

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
Pembina, Kursus dan Lembaga Non Formal Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin, kepada lembaga tersebut diatas dapal diberikan izin

penyelenggaraan kursus.

. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapal dibenkan dalam batas

ka'ertuan hukum yang berlaku.

Py

Nasional,

~n

Nasional.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendidikan Daerah.

Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Masyarakal Dalam Pendidikan Nasional.

N o 0 aw

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

tenlang Penyelenggaraan Kursus

8. Keputusan Menten Pendidkan dan Kebudayaan Repubfik Indonesia
Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perzinan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang

diselenggarakan oleh masyarakat
9. Pada Kabupaten Tapin No. 07 Tanggal 12 Maret 2008 tentang SOTK

10. Surat Kepulusan Bupali Tapin Nomor 188.45/224/KUM/2016 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi
Peraturan Pemenntahan Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serla
Peraluran Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang

Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja. Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999






